
 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 60/PUU-XXII/2024 

Tentang  

Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik  
sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah 

 
Pemohon    : 1. Partai Buruh, yang diwakili oleh : Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan Ferri 

Nuzarli, S.E.,S.H. (sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal); 

2. Partai Gelora, yang diwakili oleh : Muhammad Anis Matta dan 
Mahfuz Sidik (sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal); 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 (UU 10/2016) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 
1945 

Amar Putusan     : Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon. 

Dalam Pokok Permohonan: 

1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 
sebagian. 

2.  Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: 

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 
dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil 
gubernur: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua 
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juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling 
sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;  

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa 
sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 
harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% 
(delapan setengah persen) di provinsi tersebut;  

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) 
jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, 
partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% 
(tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;  

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas 
juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling 
sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi 
tersebut;  

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati 
serta calon walikota dan calon wakil walikota: 

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 
termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu harus 
memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh 
persen) di kabupaten/kota tersebut;  

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 
termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 
(dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 
(lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara 
sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di 
kabupaten/kota tersebut;  

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 
termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 
(lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) 
jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 
7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota 
tersebut; 

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 
termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 
(satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah 
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di 
kabupaten/kota tersebut;” 

3.  Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 

Tanggal Putusan : Selasa, 20 Agustus 2024 

Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan 
hukum (Partai Buruh) dan (Partai Gelombang Rakyat Indonesia), meskipun sebagai Partai 
Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta 
pemilihan umum Tahun 2024, namun para Pemohon  belum mempunyai wakil yang duduk 
di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas 
serta menyetujui UU 10/2016. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional partainya 
dengan berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena para Pemohon selaku Partai Politik 
yang telah didirikan secara resmi dan mendapat pengesahan dari Pemerintah serta 
ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu 
Tahun 2024, terhalang haknya untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala 
daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. 

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan a quo adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 40 ayat 
(3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a 
quo. 

Terkait terhadap kedudukan hukum para Pemohon, terlepas terbukti atau tidaknya dalil 
para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 
yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

Bahwa Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan dimaksud karena tahapan Pemilihan 
Kepala Daerah Tahun 2024 tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok 
permohonan para Pemohon. Terlebih, terhadap permohonan a quo meskipun terdapat 
ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan sidang 
pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam 
permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan 
permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma 
yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak 
beralasan menurut hukum. 

          Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar 
menyatakan: 

1. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

     Atau  

2. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam 
hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan 
ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan 
suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan 
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suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang 
bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”  

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah 
dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon, Mahkamah 
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. 

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a 
quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon 
berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
(PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. 
Terhadap permohonan para Pemohon a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda, apalagi 
Mahkamah belum menilai pokok permohonan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019. 
Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo, terlepas secara substansial dapat 
dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa 
terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, selanjutnya 
Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang 
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. 

Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 merupakan norma yang menjabarkan 
lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menyatakan, “Pasangan Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau 
gabungan Partai Politik”. Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dapat 
dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (threshold) untuk dapat mengusulkan 
pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 
dengan model alternatif. Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau, kedua, apakah dapat 
memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan 
umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan threshold pencalonan 
kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk 
menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, 
ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 yang pada 
pokoknya hanya untuk memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan 
persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah 
kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan maka untuk kepastian perolehan jumlah 
kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. 

Bahwa sementara itu, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 juga menjelaskan 
lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima 
persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah 
yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut 
menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) a 
quo. Dalam kaitan ini norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru memberikan ketentuan 
tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut “hanya berlaku untuk partai politik 
yang memperoleh kursi di DPRD” sebagaimana dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para 
Pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, baik 
menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat 
(3) UU 10/2016 harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak 
partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 
2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat 
mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berkenaan dengan persoalan 
konstitusional tersebut, telah ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-
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III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 
2005 

Dalam kaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 
yang didalilkan para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 telah 
menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 inkonstitusional karena telah 
membatasi sekaligus menegasikan hak partai politik atau gabungan partai politik yang 
memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya 
dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa ”hanya partai politik yang memiliki kursi 
di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 berkelindan dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka 
untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Sebab, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma Pasal 59 ayat (2) UU 
32/2004 adalah ”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan 
calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas 
persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara 
sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Bunyi amar 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh 
pembentuk undang-undang dalam UU 1/2015 dengan menentukan batasan minimal 
persentasenya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam Pasal 40 
ayat (1) UU 1/2015, yang kemudian secara ajeg digunakan sampai dengan UU 10/2016, yang 
menyatakan: 

“Partai   Politik   atau   gabungan   Partai   Politik   dapat mendaftarkan calon jika telah 
memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah 
dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.    

Persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus 
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004  yang menyatakan ”hanya partai politik yang 
memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah” inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur 
dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi 
perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan 
untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Namun, pembentuk undang-undang telah 
ternyata tetap memberlakukan frasa pembatasan tersebut, bahkan sejak berlaku UU 1/2015 
hingga UU 10/2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh undang-undang, in casu 
dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016.  

Bahwa adanya pengaturan demikian, jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional 
(constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu yang telah memeroleh suara sah dalam 
pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala 
daerah yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 
Sebab, suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik 
untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala 
daerah yang akan diusungnya. Padahal, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 
menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan 
membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam 
pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memeroleh 
ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon 
tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus-
menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Terlebih, sejak diundangkannya 
UU 1/2015 sampai dengan diubahnya dengan UU 10/2016 telah dibuka kesempatan bagi 
bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan 
kepala daerah [vide Pasal 39 huruf b UU 10/2016]. Lebih dari itu, diaturnya kembali 
Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh 
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Mahkamah dengan esensi yang jelas sama dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 
10/2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 
telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan, sehingga harus 
pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 

        Bahwa dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari 
Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai 
konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 a quo, sebagai 
bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan 
dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah 
memeroleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam 
pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk 
mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas 
perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat 
mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar 
dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar 
daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai 
dengan huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan 
partai politik perserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula 
diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, 
mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 
sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua 
partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula 
dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 
dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi 
tersebut;  

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 
2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% 
(delapan setengah persen) di provinsi tersebut;  

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 
6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling 
sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;  

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 
12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di 
provinsi tersebut;  

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil 
walikota: 

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh 
persen) di kabupaten/kota tersebut;  
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b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 
dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah 
paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;  

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 
dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 
7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 
harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di 
kabupaten/kota tersebut;” 

 Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk 
mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara 
sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dengan besaran 
sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas.  

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun 
ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara 
bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.13], sedangkan norma 
Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional, namun oleh karena hal demikian 
tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat 
permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

         Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut: 

Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon. 

Dalam Pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 

2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: 

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan 
calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 
dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi 
tersebut;  

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 
2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% 
(delapan setengah persen) di provinsi tersebut;  

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 
6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling 
sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;  
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d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 
12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di 
provinsi tersebut;  

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon 
wakil walikota: 

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh 
persen) di kabupaten/kota tersebut;  

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 
dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah 
paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;  

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 
dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 
7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 
harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di 
kabupaten/kota tersebut;” 

3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 

 

         Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda dari 1 (satu) orang 
Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh serta terdapat pula 
pendapat berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur 
Hamzah sebagai berikut: 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 40 ayat 
(3) UU 10/2016 saya berpendapat bahwa norma a quo, tetap konstitusional namun 
diberlakukan secara bersyarat bagi gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 yang 
mendapat dukungan rakyat tetapi tidak mendapat kursi di DPRD diperbolehkan mengusulkan 
pasangan calon kepala daerah dengan menggunakan parameter perolehan minimal 25% 
akumulasi suara sah. Oleh karenanya, kepada pembentuk undang-undang agar segera 
melakukan perubahan terhadap keseluruhan norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian 
norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang, harus dinyatakan inkonstitusional dalam pemilihan 
kepala daerah serentak selanjutnya. 

 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah 

Dalam konteks perbandingan sistem hukum, di Mahkamah Agung Amerika Serikat 
telah memperkenalkan sebuah doktrin yang disebut Purcell Principle dalam kasus Purcell v. 
Gonzalez (2006) yang mana  doktrin tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh 
mengubah peraturan pemilu terlalu dekat dengan pemilu, karena berisiko menimbulkan 
kebingungan. Ihwal ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi juga mulai menerapkan prinsip 
dimaksud sehingga dapat menahan diri untuk tidak mengubah aturan main pemilu menjelang 
pencalonan maupun pemilihan, terkecuali apabila terdapat kondisi khusus yang dapat 
menggerus prinsip keadilan itu sendiri. Terlebih, masyarakat maupun partai politik sudah 
mulai menemukan celah hukum (loopholes) atau modus dengan mengajukan pengujian 
undang-undang mendekati/menjelang hari-hari pelaksanaan pemilihan. Dengan penerapan 
prinsip menahan diri (purcell principle), sudah barang tentu pemilu yang dilaksanakan tidak 
hanya memberikan keadilan bagi penyelenggara pemilu dan juga pemilih, namun juga 
memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan cita hukum dalam sebuah 
negara demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, demokrasi dan pemilu hendaknya 
diartikan tidak semata-mata sebagai alat untuk menduduki atau perebutan kekuasaan 
(struggle of power), tetapi demokrasi juga merupakan instrumen guna mewujudkan kebajikan 
bersama (common virtue) dalam masyarakat beradab yang hendaknya dibentengi dengan 
perisai keadilan (shield of justice). 

The last but not least, berdasarkan seluruh argumentasi dan pertimbangan hukum 
tersebut di atas, sekali lagi, tidak ada keraguan bagi saya untuk menolak permohonan para 
Pemohon dalam perkara a quo (wordt ongegrond verklaard). Terima kasih. 

 
 
 

 

 

 


